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Abstrak

Setiap tata aturan sudah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai
oleh pembucinya. Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mengatur
pergavian  hidup secara damai.  Perdamoian diamare  manusia
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan
manusia yaong tertenty, kehormaian, jiwa haria benda dan sebagainya
terhadap yang merugikan,

Pemberlakuan hulum kepada manusia, tidak berlongsung begitu
saja, tetapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh manusia ity
sendiri, antara lain sudah baligh, berakal dan mampyu bertanggung jawab
secara hukum terhadap apa yang telah diperbuainya. Meskipun syarat-
syarai itu telah dipenui, terdapat pengecuolian terhadap orang-orang
tertentu yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu orang yang
kurang wevas akalnya atau tidak sadar yang diakibatkan oleh adanya hai-
hal yang di luar tanggung jawab manusia.

Untuk melihat ada tidaknya pertanggungjawaban, sudah barang
fentu harus ade ukuran-ukuran tertentu, yang sekiranya dapat
menimbulkan suate dugaan kuat, bahwa seseorang vang telah berbual itu
mempunyai kemampuan untuk mempertanggungiawabkan perbuatannya.

Seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk membedakan
aniara perbuatan yang baik dan buruk dipengaruhi oleh fakior akal, yaity
dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yong
tidak Sebagai konsekwensi, maka tentunya bagi arang yang tidak mampu
menentukan kehendaknya menurut keinsyafon tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi, dia tidok mempunyai kesalahan dan kalau melakutan
tindak pidana, orang yang demikian tidek dapat dipertanggungjowabkan.

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Pertanggungiawaban pidana.

A, Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang termulia di sisi Allah SWT. yang
kemuliaannya itu dibuktikan dengan adanya seperangkat hukum yang
berlaku padanya, sehingga manusia dalam segala gerak-gerik kehidupannya
diatur oleh hukum, dari hal yang sebesar-besarnya sampai kepada hal yang
yang sekecil-kecilnya

Hukum Islam diberlakukan pada manusia tanpa pandang bulu, dalam
arti keberlakuan bukum tidak memandang kedudukannya, baik dalam
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masyargkat maupun di dalam bemegara, apakah dia itu orang besar ataupun
orang kecil, apabila dia melakukan sesuatu kejahatan, hukum berlaku
padanya.

Diberlakukannya hukum pada manusia, tidak berlaku begitu saja, tetapi
ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri, yaitu
apabila manusia itu sudah baligh, berakal dan mampu bertanggung jawab
secara hukum apa yang telah diperbuatnya.

Walaupun syarat-syarat itu itu telah dipenuhi, hukum masih juga tidak
dikenakan pada seseorang yang ada dalam keadaan tertentu umpamanya dia
itn kurang waras akatnya atau tidak sadar yang dizkibatkan oleh adanya hal-
hal yang di luar tanggung jawab manusia.

Untuk melihat ada tidaknya pertanggungjawaban, sudah barang tentu
harus ada ukuran-ukuran tertentu, yang sekiranya dapat menimbulkan suatu
dugaan kuat, bakwa seseorang vyang telah berbuat itu mempunyai
kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian kalau mau ditengok dari sejarah, ukuran pertanggungjawaban
pidan ada sedikit mengalami perkembangan, yaitu dengan munculnya dua
teori mengenai hal ini, yakni teori materialisme dan teori tradisionalisme,
kedua teeri ini muncu! di Perancis.

Teori  materialisme  muncul  sebelum  revolusi  Perancis,
pertangungjawaban menurut teori ini, bahwa suatu hukuman dijatuhkan atas
sctiap perbuatan, siapapun pembuatnya, tanpa memandang keadaan badan
dan pikiran-pikirannya. Teori tersebut telah mengakibatkan ada hukuman
terhadap orang, hewan, benda mati, orang-orang yang tetah mat, anak-anak
dan orang gila,'

Setelah teori matertalism, muncul aliran tradisional. Mennrut teori ini,
seseorang vang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang-
orang yang mempunyai pengetahvan dan pilihan kedua perkara ini hanya
terdapat pada manusia saja. Menurut teor ini pula bahwa manusia sesudah
usia tertentu, dapat memisah-misahkan dan memiliih antara kebaikan dan
keburukan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban.’

Dari kedua teon di atas, teon yang kedua saja yang dianggap relevan
dan dapat dijadikan cnteria bagt seseorang untuk dikatakan mampu
bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya yang dimaksud rmmampu
bertanggunpjawab adalah bahwa manusia sebagai subyek hukum yang
mempunyal hak dan kewajiban, maka terhadap segala perbuatannya, ia
harus sadar dan bertanggung jawab.

Dalam ilmu hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung
sawab apabila :

I. Adanya kemampuan untuk menetapkan kemauannya pada saat

hendak berbuat;

2. Mengerti akan kenyataan pelaksanaan dan perbuatan tersebut;

3. Mengerti akan kehalalan (perbuatan melawan hukum), dari

perbuatan tersebut.’
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Adapun ukuran-ukuran untuk melihat adanya kemampuan uiiuk
bertanggung jawab, vaitu :

I. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik
dan buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruk perbuatan tadi.*

Seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk membedakan antara
perbuatan yang baik dan buruk dipengaruhi oleh faktor akal, yaitu dapat
membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.”

Sebagai konsekwensi, maka tentunya orang yang tidak masipu
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan tindak
pidana, orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.®

Kemampuan membedakan antara baik dan buruk satu seginya bisa
dilihat dari segi umur, dalam hal ini KUHP dalam pasal 45, mengatur
bahwa orang yang belum berumur 16 tahun (belum cukup umur), apabila
melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana apapun.’

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa
orang yang melakukan tindak pidana agar dapat dimintai
pertanggungjawabannya dalam hukumn positif, harus memenuhi persyaratan
tertentu, diantaranya yaitu :

|. Orang tersebut mampu membedakan antara baik dan buruk;
2. Tidak cacat jiwanya (gila)

3. Mampu menentukan kehendaknya:

4. Telah sampal umur (dewasa);

5. Ada undang-undang.

Kemudian bagi seseorang yang tidak memenuhi unsur-unsur seperti
yang discbutkan di atas, maka orang tersebut tidak dapat diminta
pertangungjawaban  atas perbuatannya, sebab dasar dari  adanya
pertanggungjawaban tidak ternyata,

Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban disebut dengan ahlivah
(kecakapan keahlian, kelayakan, kemampuan), baik ahliyatul wyjub
(kecakapan berhak), maupun keahlian ada ' (Kecakapan bertindak).®

Abul Fadli Muhyiddin Mulla Khusru menta’rifkan kedua keahlian imi
(ahliyatul wujub dan ahliyatul ada ') sebaga berikut :

a. Keahlian waijib, yakni layak dan pantas menjalankan apa yang
diwajibkan, baik atas yanz menjalankan maupun baginya.

b. Keahlian menunaikan, yakni kelayakan dan kepantasan orang yang
ditugaskan baginya terbit pekerjaan dari padanya menurut cara
yang dipandang syara’.”

A. Hanafi merumuskan bahwa pertanggungjawaban ialah pembebasan
seseorang dengan hasil (akibat), perbuatan atau tidak ada perbuatan, yang
dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud-maksud
dan akibat-akibat dari perbuatannya itu."
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Berdasarkan dari difinisi-difinisi di atas dapat diketahui bahwa
untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana seseorang yang telah
melakukan tindak pidana, harus memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.

Adapun syarat-syarat tersebut menurut A. Hanafi, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;

3. Pembuatmya mengetahui terhadap akibatperbuatannyatersebut.
Selanjutnya Hasbi Ash Shiddiqi mengemukakan bahwa tanggung jawab
pidana terdiri atas tiga hal, yalmi :

1. Perbuatan delik itw perbuatan terlarang;.

2. Pembuat delik itu tidak terpaksa;

3. Pembuat ith mumayyiz.

Berdasarkan wraian di atas mengenal dasar-dasar pertanggurgjawaban
pidana, penulis berkestmpulan bahwa pertanggungjawaban pidana
ditegakkan atas tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;

2. Dilakukan dengan kemauan sendiri/tidak dipaksa;

3. St pembuat delik itu mengetahui terhadap akibatperbuatannya.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa
hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, akan
tetapt frdak setiap manusta dapat dimintai pertanggungjawaban, karena
hanya manusia yang berakal, dewasa dan tidak terpaksa yang dibebani
tanggungjawab. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tidak ada
bagi anak-anzk, orang gila, orang yang sudah hilang kemauannya, orang
yang dipaksa dan sebagainya.

B. Macam-macam hukuman dan tujuan hukuman

Hukuman adalah suatu penderitaan atau siksaan yang dijatuhkan oleh
Negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar undang-
undang. Dengan demikian hukuman it mengandung unsur-unsur, yaitu :

1. Pendenitasn atau siksaan;

2. Dijatuhkan olch Negara.'!

Hal ini berarti hanya Negara saja yang berhak menjatuhkan hukuman
atau sanksi terhadap orang-orang yang melanggar undang-undang, oleh
karena itu bagi orang yang mcnimpakan penderitaan kepada orang lain
(penjahat) atas kehendaknya sendin, tidak diperbolchkan dan hal ini
merupakan tindakan yang dilarang olek undang-undang,

Adapun  hukuman vyang ditimpakan terhadap pelanggar
hukum/undang-undang i1tu bermacam-macam, tergantung sejauh mana
orang tersebut melanggamya.

Di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
ditegaskan bahwa hukuman itu dibagi kepada :
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1. Hukuman pokok, yang terdiri dari :

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c¢. Kurungan; dan

d. Denda.

2. Pidana tambahan, yang terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

¢. Pengumuman putusan hakim.'

Dalam hukum Istam, hukuman dapat digolongkan kedalam lima golongan,

yaitu

1. Penggolongan yang didasarkan atas pertaliannya saiu
hukuman dengan yang lain dan ha! ini ada empat macam
hukuman, yait :

a. Hukuman pokok;

b. Hukuman pengganti;

¢. Hukumnan tambahan, dan

d. Hukuman pelengkap.

2. Penggolongan vyang ditinjau dari segi kekwasaan hakim dalam
menentukan berat ringanya hukoman, dalum hal ini ada dus macam
hukuman, yaitu :

a.Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak
atas batas tertinggi atan batas terendah;

b, Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas

terendsh,

3. Penggolongan yang ditinjau dari segi besarnya hukuman
yang telah ditentukan, vailu :

a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarmya

hukumnan;

b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk
dipitithnya dari berbagai hukuman yang telah ditetapkan
oleh syara’.

4. Penggolongan yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya
hukuman, yaitu

8. Hulkuman badan;

b. Hukuman jiwa;

5. Penggolongan yang ditinjau dari segi macamnya jarimah yang
diancamkan hukuman, yaitu :

a, Hukuman hudud;

b. Hukuman qishosh-diyat;

¢. Hukuman kifarat, dan
d. Hukuman ta’zis."
Berdasarkan wraian di atas, mengenai macam-macam hukuman baik
menurut hukum pidana positif dalam hal ini pasal 10 KUHP, maupun
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menurnt hukum Islam dengan sedikit menganalisanya akhimya dapat
menarik suatu perbandingan sebagai bahan kesimpulan, bahwa kedua
macam stelsel hukum tersebut menggambarkan adanya persamaan dan
perbedaan.

Hukum pidana mengenal adanya hukuman mati, denda, pencabutan
hak-hak fertentn dan sebagainya, demikian pula pada hukum islam,
hukuman mati termasuk kepada hukuman qishosh, hukuman denda terdapat
pada hukuman harta poin ke empat huruf ¢ (termasuk pada golongan yang
ditinjau dari segi tempat dilakukannya Hukuman), pencabutan bhak-hak
tertentn termasuk pada hukuman tambahan pada Poin kesatu huruf ¢. Itulah
diantaranya persamaan-persamaan dari macam-macam Hukuman pada
hukum positif dan bukwmn Istam yang dapat dikemukakan.

Adapun perbedaannya, bahwa di dalam hulum positif, hukuman
digolongkan kepada dua kelompok, pertama terdini dari empat poin dan
kedua terdiri dari tiga poin sedangkan padz hukum Islam hukuman dibagi
kedalam lima polongan dan tiap-tiap golongan dibagi kepada beberapa
poin, dari perbedaan ini jelaslah, bahwa hukum [slam lebih terperinci, dan
dengan keterperincian tersebut menandakan hukum Islam: itu lebih berhati-
hati dibandingkan dengan hukum positif. Berdasarkan kepada hal tersebut,
keadilan dalam menetapkan hukum akan iebih terjamin.

Setiap tata aturan sudah tentu meémpunyai tujuan yang ingin dicapai
oleh pembuamya. Jika tidak ada tujuan sudah barang tentu pembuat tata
aturan tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak mencerminkan
kebijaksanaan si pembuat. Untuk it penulis akan kermaukakan mengenai
tujuan hokum teriebih dahulu, mengingat hal tersebut sangat berkaitan
dengan tujuan hukuman itu sendiri, baik menurut hukum positif maupun
hukum islam.

Tujuan hukem uwmum adalah untuk mengatur pergavlan hidup
secara damai. Perdamatan diantara manusia dipertahankan oleh hukum
dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang terteniu,
kehormatan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Tujuan pada hukum positif adalah untuk ketenteraman masyarakat,
yaitu dengan mengatur sebaik-baiknya, dan menentukan batas-batas hak
dan Ilgewajiban bagi tiap-lap angguutanya dalamn hubungannya satu sama
lain,

Tujuan tersebut di atas merupakan tujuan secara praktis dan
terbatas, yakni menegakkan masyarakat dengan suatu cara tertentu. Tujuan
ini dipegangi oleh setiap pembuat tata aturan pada hukum positif, walaupun
begitu ada pula yang bertentangan dengan akhlak (agama), yang lubur. Jadi
tupuan yang bernila: tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian pada hukum
positif,'®

Dalam pembahasan tujuar hukuman i sini penulis akan
mengemukakan pendapat para ahli hukum yang terbagi kepada dua aliran,
yakni aliran klasik dan aliran modemn.
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Menurut aliran klasik, yang dipelopori oleh Marcus van Beccasiz,
bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaun
penguasa dan negara. Sedangkan aliran modern berpendapat bahwa tujuan
hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. "’

Menurut Hamka bahwa tujuan hukuman adalah :

1. Pencegah orang berbuat jahat;

2. Menimpakan sakit kepada si bersalah seimbang dengan rasa

senang dan bangganya denﬁan kejahatan itu;

3. Memperbaiki si bersalah.'

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman menusut
hukum positif adalah ;

1. Untuk melindungi kepentingan manusia yang terientn, kehormatan,

Jiwa dap harta benda dari kejahatan kekuasaan/kesewenangan;

2. Sebagai pencegah terhadap orang yang akan berbuat

kejahatan;

3. Mengatur apa-apa yang beitbubungan dengan ketenangan,

keamanan,

4. Menghindarkan tindakan main hakim sendiri darj pihak

perorangan atauw masyarakat yang berupa onrechmiatigdaad,

2. Untuk memperbaiki si bersalah dan menegakkan kebenaran.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukuman harus dikembalikan
kepada tujuan-tujuan syara’ pada umumnya, para Ulama Ushul telah
mengumpulkan fujuan syara’ itz kepada tiga bagian, yaitu :

l. Untuk memelihara segale hai yang dloruri, yaitu segala hal
yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila hal itu
tidak ada cederalah undang-undang kehidupan dan timbullah
kehancuran dan berkembangbiaklah kerusakkan. Hal-hal yang
dloreri itu kembali kepada lima perkara yang pokok, vaitu :
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Untuk mewujudkan segala kebutuhan manusia, yaitu segala
yang diperiukan manusia untuk memudahkan dan untuk dapat
menanggung kesukaran-kesukaran beban hidup.

3. Unuk mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan
masyarakat, yang dimaksudkan edalah scgala hal yang
diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman
hidup."

Tujuan hukuman dalam hukum Islan, menurut Muhammad
Abu Zahroh,
sebagaimana dikutip oleh Asmuni A. Rahman merumnuskan sebagai berikut

l. Mendidik para individu agar menjadi sumber kebijakkan
masyarakat;
2. Menciptakan keadilan daiam masyarakat;
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3. Menciptakan kemaslahatan manusia, baik secara individu
maum secara ku:lr:mrlpt.‘vl-:.m

Sedangkan Abdu! Qodir Audah berpendapat bahwa tujuan dan pada
pengenaan hukuman adalah untuk kemaslahatan keadaan kehidupan,
menjaga dari kerusakkan, menghindarkan din  kebodohan, mem-
peringatkan dari kesesatan, menjaga dari perbuatan dosa, dan agar mereka
yang telah melakukan kejahatan it menjadi orang yang tast. Pada
pokoknya hal ini didasarkan bagi kemaslahatan pribadi dan masyarakat, dan
untuk menegakkan hukum dalam hal ini tergantung kepada beberapa segl,

aitu :
’ 1. Hukuman itu ditetapkan untuk mencegah kejahatan secara
keseluruhan;

2. Hukuman itn ditetapkan merupakan suatu kebutuhan
kemaslahatan kemasyarakatan;

3. Huknman itu ditetapkan untuk menjaga masyarakat dari
kejelekan si penjahat, sclanjutnya untuk menahan kejelakan si
penjahat di dalam masyarakat;

4, Hukuman ditetapkan seluruhnya untuk kebaikan perseorangan
dan masyarakat;

5. Hukumen ditetapkan mempunyai makna untuk pengajaran bagi
si penjahat.”*

Dari uraian di atas terlihat bahwa hukum lIslam mempunyai
tujuan untuk kemaslahatan keadaan kehidupan baik individu
maupun masyarakat, menjaga dan kerusakan,
menpghindarkan dini dar kebodohan, memperingatkan dari
kesesatan, menjaga diri dari perbuatan dosa dan agar mereka
vang telah meiakukan kejahatan itu menjadi orang yang taat.

Jika dihubungkan dengan tujuan hukuman menurut stelsel hukum
pidana, maka terdapat persamaan dan perbedaan.

Pada satu segt syari’at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif
dalam menetapkan perbuatan-perbuatan beserta hukuman-hukumannya,
vaitu untuk memelihara kepentingan dan ketenangan masyarakat seria
menjamin kelangsungan hidup.

Walaupun begitu terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya,
yaitu bahwa  Hukum Islam menganggap akhlak vyang tinggi sebagai
sendi masyarakat, olch karenanya syari’at Islam sangat memperhatikan soal
akhlak, jika ada perbuatan yang bertentangan dergan akhlak sudah barang
tentu dianca.n dengan hukuman. Akan tetapi  tidak  demikian halnya
dengan hukum positif yang boleh dikatakan mengabaikan soal  akhlak dan
mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian pada
perscorangan atau masyarakal secara langsung,
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B Gugurnya hukuman

Pertanggungjawaban adalah patut dan adil seseorang dijatuhi pidana
karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam sysiem
hukum tertentu dan system itu berlaku atas perbuatan tersebut. Untuk
menentukan pertanggungjawaban tersebut, tentu harus ada kriterianya yang
dapat dijadikan patokan bahwa orang yang telah melakukan delik manipu
bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Munculnya teori ftradisionalisme mempertegas eksistensi manusia
sebagai subyek hukum yang bisa dibebani pertanggungjawaban secara
pidana. Meskipun demikian tidak semua manusia yang melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman, dalam keadaan
tertentu ia dapat digugurkan dari hukuman. Adapun keadaan-keadaan
tersebut adalah : gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa (overmacht),
pembeiaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan
melaksanakan penntah jabatan,

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang dapat digugurkan dari
hukuman, menurut hukum positif akan divaraikan sebagai berikut ;

1. Gila.

Yang dimnaksud giia ialah sakit pikiran. Sedangkan di dalam kamus
thuu jiwa, gila dikatakan sebagai jenis penyakit jiwa yang parah, sehingga
penderitanya kehilangan kepribadian dan pelupa. Dan mengenai gila ini ada
yang bersifat turunan dan ada pula olch gangguan tertentu secara
mendadak, gila keturunan misaltya gila karena pengaruh penyakit vang
diidap orang tua, sedangkan gila akibat gangguan dari luar, seperti gila yang
diakibatkan gegar otak dan sebagainya.’

Berdasarkan pada hal di atas, gila merupakan satu penyakit vang
mempunyai sebab yang bermacam-macam. Adapun orang yang dikenai
sakit jiwa tersebut adalah orang gila, dan orang gila itu biasanya diartikan
menurut pengertian sehari-hari adalah orang yang bertingkah laku aneh,
janggal, lucu, bodoh, menyolok, berlebih-lebihan dan tingkah lakunya
berbahaya tanpa mengenal kepribadian.®?

Jadi cini-cin orang gila itu adalah tingkah lakunya mencolok, berlebih-
lebihan, sehingga menimbulkan kesan aneh, janggal dan berbahaya bagi
orang lain dan tanpa mengenal dirinya sendiri/kepribadian. Jika ada orang
yang terkena penyakit tersebut, maka hokum tidak berlaku/dikenakan
padanya.

2. Mabuk

Yang dimaksud mabuk adalah orang yang terganggu pikirannya,
karena minum minuman keras, sehingga ingatannya hilang sama sckali.
Oleh karena itu orang yang mabuk tidak dapat dikenai hukuman, jika
mabuknya itu mengakibatkan ingatannya hilang sama sekali, sehingpa
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apabila ia melakukan sesuatu tgldaka pidana tidak dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Akan tetapi, Wirjono Prodjodikoro, pendapatnya berbeda dengan
ketentuan pasal 44 KUHP,, dimana beliau berpendapat bahwa adalah amat
kecit! kemungkinan seseorang mabuk sampai kurang berdaya memahami
kegawatan akibat perbuatannya Beliau memberikan contoh apabila
seseorang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil menabrak orang
sampai meninggal dunia atau luka berat, ia masih tetap dikenai hukuman,
bahkan hukumannya lebih berat dari pada seorang yang tidak mabuk. »

Hal yang serupa dikemukakan oleh Bambang Pumomo, beliau
berpendapat bahwa apabila seseorang mempunyai kechendak akan
melakukan kejahatan, tetapi ia kurang berani laly dengan sengaja mabuk-
mabukan depgan minuman keras, supaya dalam keadaan mabuk itu ia
berani melakukan perbuatan pidana. Orang tersebut masih dapat dikenai
hukuman, kepada orang itu dapat dipenan%gungjawabkan, sehingga dapat
dipersalahkan atas perbuatan pidananya itu.

3. Belum dewasa.

Mengenai batas umur tidak ada ketentuan batas minimal, akan tetapi
diadakan ukurang dari 16 tahun dan palin;.:, tinggi 18 tahun berlaku
peraturan atas penuntutan anak di bawah umur.*’

Demikian pula Wirjono Projodikoro, mengemukakan bahwa anak
yang belum dewasa itu apabila orang tersebut belum berumur 16 tahun,®

Dalam hal orang yang belum dewasa ini, dalam penentuan
hukumannya ada tiga kemungkinan, yaitu :

1. Anak ity dikembalikan kepada orang tuanya/walinya tanpa
hukurman;

2. Anak itu dijadikan anak Negara, atau

3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dengan dikurangi
sepertiganya. -

Jadi orang yang belum dewasa itu pada dasarnya memang tidak dapat
dikenai hukuman, akibat dani ketidakmengertiannya atau belum sampai
pemikiran itu terhadap kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari
perisiwa pidana yang telah ia lakukan. Namun demikian hakim dapat
menentukan lain,\, terhadap orang yang belum dewasa sesua: dengan
peraturan undang-undang yang berlaku.

4. Daya paksa

Kata terpaksa harus diartikan, baik paksaan batin maupun lahir, rohami
maupun jasmani.”

Menurut Mr. J.E. Yonkers, yang dikutip oleh R. Soesilo bahwa
overmacht adalah kekuatan yang tidak dapat dihindarkan yaitu suatu
kekuasaan yang berlebih,
kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan.*
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Sedangkan menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan daya paksa
adalah daya yang memaksa itu merupakan paksaan pisik terhadap mana
orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan
paksaan psychis dalam batin terhadap mana meskipun secara pisik, orang
masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya,
sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut.”

Dua pengertian di atas menggambarkan bahwa daya paksa itu
merupakan suatu kekvasaan yang menimpa padas si terpaksa, yang mana ia
tidak dapat berbuat apa-apa selain melakukan apa yang diperiatahkan si
pemaksa.

Kemudian paksaan/daya paksa itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Yang bersifat absolut, dalam hal ini orang tiu tidak dapat
berbuat lain. Ta mengalami sesuatu yang sama sekali tidak
dapat mengelakkannya.

2. Yang bersifat relatif, disini kekuasaan atau kekuatan yang
memaksa orang itu masih ada kesempatan untuk memilib
akan berbuat yang mana, sesuai dengan yang diperintahkan
st pemaksa.

3. Yang berupa suatu keadaan darurat. Bedanya dengan
kekuasaan yang bersifat relatif, ialah bahwa pada keadasn
darurat ini, orang yang dipaicsa itu sendirilah yang memilih
peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada
kekuasaan yang relative, orang tiu tidak memilih, dalam hal
ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.*

Dalam hal daya apaksa ini, untuk tidak dikenai hukuman (gugur),
harus memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya :

. Orang tersebut terjepit antara dua kepentingan atau konflik
antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain;

2. Orang tersebut terjepit antara kepentin J%sm dan kewajiban;

3. Adanya konflik antara dua kewajiban.

Jadi masalah daya paksa ini, baik paksaan lahir maupun paksaan batin,
menurut pasal 48 KUHP tidak dapat dihukum.

5. Pembelaan terpaiva
Yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa adalah pembelaan darurat.™
artinya ini tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk saat-saat itu
menghalaukan serangan.™
Dari pengertian pembelaan terpaksa ini dapat diambil ketentuan,
bahwa adanya pembelaan terpaksa adalah sebagai akibat dari adanya
serangan yang tidak dapat dihindarkan. Mengingat hal itu, mzka ada
beberapa syarat untuk pembelaan daryrat ini, yaitu :
1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa  untuk
mempertahankan, dan pertahanan itu harus amat perfu sebab
tidak ada jalan lain,
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2. Pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-
kepentingan yang berhubungan dengan badan, kehormatan dan
barang;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan
tiba-tiba atau ketika itu juga.®®

4. Melaksanakan ketentuan undang-undang.

Yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang-undang adalah
melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, yang
meliputi perbuatan yang dilakukanatas wewenang yang diberikan oleh
undang-undang

Melaksanakan ketentuan undang- undang ini mempunyai dua syarat,
yaity :

1. Syarat subyekuf, yaitu dalam batin crang yang dipenntah harus
mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dan segi
pejabat  yang mengeluarkan perintah maupun dari  segi
macamnya perintah.

2. Syarat obyektif, yaitu kalau dan fakta-fakta yang ada, adalah
masuk akal, jika terdakwa mengira bahwa perintah adalah sah
atau berwenang dan masuk dalen: lingkungan pekerjaannya. »°

7. Melakukan perintah jabatan

Dalam hal melaksanakan perintah jabatan, inipun mempunyai dua
syarat, yaitu :

1. Bahwa orang im melakukan perbuatan atas perintah suatu
jabatan. Antar pemben perintah dengan orang yang diperintah
harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri.

2. Bahwa perintzh harus dlbenkan oleh kuasa yang berhak untuk
memberikan perintah itu.”

Dengan demikian apabila kedua syarat yang telah ditentukan tersebut
terpenuhi oleh orang yang melakukan perintah jabatan, dapat dunengerti,
bahwa iz melakukan scsuatu perbuatan bukan atas kemauannya sendiri,
tetapi berdasarkan pada wewenang dari jabatannya. Oleh karena itu
gugurlah hukuman atasnya.

Setelash membahas keadaan-keadaan tertent: yang snenggugurkan
hukuman pada seseorang peiaku kejahatan menurut hukum positif, maka
kini saatnya untuk membahasnya menurut hukum lslam,

Dalam perspektif hukum istam, alasan-alasan yang menyebabkan
seseorang dibebaskan dari tanggung jawab pidana antara lain :

1. Gila.

Gila menurut art yang sempit ialah hilangnya kekuatan berpikir,
dalam bahasa Arab disebut junun, sedangkan dalam arti yang Iuas yaitu
mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila’
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Apabila orang gila itu melakukan kejahatan, maka orang .
dibebaskan dari hukuman, karena ia tidak mempunyai kekuatan berpil it
Kemudian di dalam KUHP pasal 62, yang disitir oleh A. Hanafi dinyatakan.
bahwa orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan dengan tidak disert
perasaan atau pilihan terhadap perbuatannya, karena gila atau cacat pada
pikirannya, orang tersebut gugur/bebas dari hukuman, "'

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minum-minuman
keras atau yang scjenisnya. Seseorang dianggap mabuk apabila ia (clali
kehilangan akal pikirannya,*? |

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang
mabuk, jika ia telah melakukan jarimah (ketika mabuk), menurut pendapat
yang kual dari kalangan empat madzhab fiqih, tidak dijatuhi hukuman atas
kejahatan yang diperbuamya, baik meminumnya karena dipaksa atau atas
kehendaknya sendiri. "

Mengenai hal ini, orang mabuk yang melakukan kejahatan tidak
dikenakan hukuman apabila ia meminumnya atas/karena dipaksa,
sedangkan apabila ia meminumnya atas kehendak sendiri dan ia melakukan
kejahatan ia tetap dikenakan hukuman. Hal ini ditetapkan/didasarkan atas
Jiwa orang dan harta orang lain tetap harus mendapat jaminan keselamatan,

Sikap hukum RPA pun menentukan bahwa tidak menjatuhkan
hukuman terhadap orang yang melakukan sesuatu perbuatan, sedang ia
kehilangan perasaannya karena hilangnya kesadaran sebagai akibat dari
minuwm-nunuman  yang memabukkan, jika ia meminumnya dengan
dipaksa. ™

3, Belum dewasa

Mengenai batasan dewasa para ulama berbeda pendapat, menurut
Abu Hanifah yang dikutif oleh T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, bahwa usia baligh
itw adalah 17 tahun bagi gadis dan 18 tahun bagi jejaka.*

Sedangkan Yusuf Musa menyatakan, bahwa orang yang dikatakan
telah sampai umur {bali{gh), yaitu jika telah berusia 21 bagi laki-laki dan 18
tahun bagi perempuan.™

Adapun menurut Kahalani, yang pendapatnya dikutif oleh Haliman,
bahwa usia dewasa bagi perempuan adaalah 12 tahun, sedangkan untuk
laki-laki apabila ia sudah bermimpi."’

Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia pada pasal 7 ayat 1,
dinyatakan bahwa seseorang dikatakan dewasa sehingga dapat melakukan
hokum, bagi wanita berumur 16 tahun, dan bagi pria 19 tahun."®

Dalam hal ini undang-undang perkawinan ada kesesuaian dengan
pendapat ulama tersebut di atas,

Jadi bagi orang yang belum dewasa melakukan kejahatan, hokum
positif mempunyai sikap yang sama dengan hokum Islam, yang pada
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dssarnya tidak menjatuhkan hukuman. Mamun demikian apabila hakim
memandang perlu dapat menentukan lain dan hal ini terserah kepada
kebijaksanaan hakim. Kemudian dalam masalah ini pula ada sikap dari Abu
Hanifah, bahwa apabila seseorang melakukan jarmah sedang umumya
belum mencapai 18 atau 19 tahun tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diberi
pengajaran.*’

4. Daya paksa

Dalam istilah ilmu figih perkataan dan pengertian paksaan disebut
dengan kata ikroh, sedang menurut ilmu bzhasa, paksaan membawa
manusia kepada suatu perkara .

Secara pasti. Perkara itu tidak dikehendakinya Menurut hukum
Syari’at, paksaan sebagai perbuatan yang terjadi pada seseorang oleh orang
lain dimana perbuaran itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan
bebas dari orang tersebut. ™

Para shli ushul Hanafiyah, seperti dikutif oleh T.M. Hasbi Ash
Shiddiqi membagi paksaan kepada dua bagian, yaitu :

. Paksaan yang memusnahkan, yaitu suatu paksaan yang apabila
tidak dituruti binasalah jiwa atau anggota atau sesuatu siksa
yang tak dapat dideritai.

2. Paksaan yang apabila tidak dituruti tidak menghasilkan
kebinasaan, tidak membawa kepada hilang jiwa atau rusak
anggota,*!

Paksaan yang pertama dikatakan ikroh muljah sedangkan paksaan yang

kedua, dikatakat ghoir muljah.*?

Kemudian paksaan itu mempunyai beberapa macam syarat, menurut ulama

Hanafi ada empat macam, yang diantaranya -

1. Kemampuan orang yang wmemaksa atas apa yang
diancamkannya baik bersifat kekuasaan ataupun yang bersifat
kejshatan.

2, Ketakutan dani orang yang dipaksa atas ancaman vang
diberikan, kepadanya, oleh orang yang memaksa *

Adapun A. Hanafi mengemukakan syarat-syarat adanya paksaan sebagai

berikut :

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga

menghapuskan kerelaan;

Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti terjadi, jika

orang yang dipaksa tidak melaksankan keinginan si pemaksa;

3. QOrang yang memaksa mempunyai Kkesanggupan untuk
melaksanakan ancamannya, meskipun ia bukan penguasa atau
petugas terientu, sebab yang menjadi ukuran 1alah kesanggupan
nyata.

o
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4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat
bahwa pa yang diancamkan pada benar-benar akan terjadi,
kalau 1a tidak memenuhi untutannya,

3. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang,**

S, Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa dalam hokum Islam dimasukan ke dalam pembelaan
khusus yang mempunysi pengertian, bahwa hak seseorang untuk
mempertahankan dirinya atau orang lain atau mempertahankan harta sendiri
atau harta orang lain dengan memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap
serangan nyata yang tidak sah.” Dengan  demikian apabila seseorang
diserang kchormatannya, keluarga dan harta bendanya, wajiblah ia berjuang
mati-tnatian untuk mempertahankannya, *¢

Pembunvhan yang dilakukan dalam membela harta, keluarga dan diri
sendiri tethadap kejahatan diperbolehkan dengan kata lain peristiwa yang
dilakukan dalam pembelaan tersebut terhadap peristiwa it terdapat
pengecualian hukuman.*

Hal in: sesuai dengan Al Qur’an surat Al Bagoroh ayat 194,

R

PR AEH (NS AN R I PR A BT

Menurut An Nawawi, yang pendapatmya dikutip oleh Haliman,
menyatakan bahwa penolakan setiap penyerang yang berupa pembelaan
terhadap jiwa atau anggota badan, perkosaan atan harta, dalam hal ini
apabila si_pembela membunuh si penyerang dia tidak dapat dikenai
hukurnan,*

6. Melaksanakan undang-undang
Yang dimaksud melaksanakan undang-undang ini, adalah melaksanakan
ketentuan syari’at [slam.

Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang kelihatannya
bertentangan dengan hukum, seperti membunuh karena melaksanakan
hukuman gishosh tidak dapat dikenai hukuman.

Membunuh merupakan suatu kejahatan, tetapi jika petnbunuhan it
dilaksaanakan karena berdasarkan kepada syari'at Islam, rmaka hal itu
bukan lagi merupakan kejahatan tetapi merupakan suatu keharusan, Hal ini
disebutkan dulam Al Gur'an surat Al Bagoroh ayat 178,

¢T3 Tkl sf Ty s T

7. Melaksanakan perintah jabatan
Syari’at [slam meletakkan beban atas pundak para penguasa yang
harus dilaksanakan demi untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.
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Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah petugas wmum
dengan berbagai tingkatannya dan masing-masing menurut kekuasaannya,
Jika seorang petugas melaksanakan pekerjaannya tersebat, diharamkan oleh
syari’at untuk orang-orang umumnya.*’

Melaksanakan perintah jabatan merupakan perwujudan dari firman
Allah SWT. Yang berbunyi :

r._<_, :,_;*ﬁi,_Jgiga,_:yT1,_._b',,r;,aji'l,_ﬁ.b-_,ﬁ;_:-.;l;;,egjit_ggf::;

Ulil amri dalam firman Allah SWT. Tersebut merupakan penguasa
vang berkuasa utuk memerintahkar sesuvatu perbuatan hukum kepada
sesecorang pejabat, yang mana pejabat itu nantinya disuruh melaksankan
kewajiban jabatannya sesuai dengan perintah dari si penguasa, itu,

Berdasarkan kepada ayat itu, melaksankan perintah dari penguasa
yanp sah adalah suatu kewajiban, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh
pejabat itn menurut pendapat umum adalah suatu kejahatan. Tetapi apa
yang Nampak sebapai kejahatan itu memang seharusnya dilakukan demi
kepentingan umum/masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan hokum,

Namun demikian tidak semua perintah dari penguasa yang sah itu
harus ditaati, akan tetapi hak memerintah dan kewajiban taat tersebut
kedua-duanya terbatas, karena penguasa tidak boleh mengeliarkan perintah
yang berlawanan dengan syan’at.

Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang
karena perintah dan penguasa yang sah dan ia melakukannya sesuai derigan
jabatannya, maka gugurlah hukuman baginya.

Dari semua keterangan, baik menurut hukum positif, maupun
hokum Islam mengenai goguwnya hukuman ini, maka dapat diambil
beberapa inti san, yang mana antara keduanya terdapat beberapa persamaan
dan sedikit perbedaan.

Persamaan terletak pada hal gugurmya hukuman bagi orang, gila,
mabuk, belum dewasa, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan
ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jjabatan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada hal ketelitian dari hukum
Isiam, seperti adanya paksaan, hukum Islam memerincinya dengan
mendetail tidak halnya hukum. positif, selain itv juga mengenai ketentuan
batas usia decvasa, hukum Islam menentukan lebth awal, yaitu antara 12
tahun sampai dengan 2! tahun dianggap sudah dewasa, sedangkan hukum
positif dimula usia 16 tahun, demikianfah pembahasan mengenat gugurnya
hukuman.

Setiap keputusan yang diambil untuk menetapkan sesuatu sudah
barang tentu mempunyai atau ada dasar hokum yang dijadikan secbagai alas
an atau dalil untuk mengokohkan/menguatkan keputusan tersebut. Olch
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karena itu akan dikemukakan dasar hukum dari gugurnya hukuman bailk
menurut hukum positif maupun hokum Islam.

Menurut Hukum positif, di dalam MvT. alasan-alasan penghapus
pidana dibagi menjadi ;
l. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44
KUHP;
| Alasan-alasan yang terdapat di luar, yaitu pasa 48 sampai 51
KUHP.%

Penjelasadari alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat dalam
batin terdakwa, yaitu ;

Pasal 44 (1), berbunyi :
Barang siapa mengerjakan sesuatu  perbuatan yang ftidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna atau karena
sakit, berubah akal, tidak boleh dihukum.®'

Ayat 2 berbunyi :

Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
karena kurang sempuma akalnya atau karena sakit berubah akal, maka
hakim boleh memerintah menempatkan dia di rumah sakit gila selama-
lamariya satu tahun untuk diperiksa.®

Dari pasal 44 ayat |1 dan 2 KUHP ini dapat diketahui bahwa yang menjadi
sebab tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena -
1. a. Kurang sempurna akalnya;

b.Sakit berobah akalnya.
2 Orang yang terganggu pikirannya, karena mabuk minuman keras
dan mabuknya itu sedemikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama
sekali.”
Selanjutnya pasal 45 KUHP., berbunyi
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuaran yang
dikerjakannya kettka umumnyaa belum 16 tahun, hakim boleh
memerintahkan supava si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman
atau memerintahkan supaya s tersalah diserahkan kepada pemerintah
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni perbuatan itu termasuk
bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal
489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan
540 dan perbuatannya dilakukan sebelum lalu dua tahua sesudah keputusan
dahulu yang menyalabkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau
sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.®

Pasal ini meminta dua syarat, yang keduanya harus dipenuhi, yaitu
1. Orang itu ketika dituntut belum dewasa:

GUGURNYA HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF 73 Ade Mulyana
HUKUNM POSITIF DAN HUKUM I5LAM



= n
T e e W e e —— e e —
- ] P -yl -

- — — e+ tme s e

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidan ayang telah dilakukan orang
itu sebelum berumur 16 tahun. Jika kedua syarat ini dipenuhi, maka hakim
dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya;

2. Dijadikan anak Negara;

3. - Dijatl:sh.i hukuman seperti biasa, tetapi hukuman tersebut dikurangi
sepertiganya.

Setelah itu alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat di luar
diri si terdakwa , yaitu :

Pasal 48 KUHP, yang berbunyim:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa
tidak dipidana *

Pasal tersebut menjadi dasar hukum pugurnys pidana atau
hukuman, bagi orang yang melaksanakan tindak pidana karena daya paksa
{ovrmacht).

Pasal 49 ayat 1, berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahakan
kehormatan atau harta benda sendiri atav orang lain, dari pada serangan
yang melawan hak dan mengncam dengan segera pada saat itu juga, tidak
boleh dihukum.

Ayat 2 berbunyi : melampaui batas pertahanan yang sangat perlu,
jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena tergoncang
dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum,”’

Dari pasal 49 di atas dapat diketahui, bahwa orang yang melakukan
perbuatan pidana karena mempertahankan dirinya atau diri orang lain,
seperti yang telah dikemukakan di atas, tidak dapat dikenai hukuman, oleh
karena itu pasal ini merupakan dasar hukum dan gugurnyanya hukuman.

Akan tetapi untuk dapat dinyatakan, bahwa dirinya dalam keadaan
pembelaan darurat (ncodweer), harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa  untuk
mempertahankan yeng amat perlu dan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau periabanan itu harus dilakukan hanya terhadap

¥epentingan-kepentungan yang disebut dalam pasal itun, ialah badan,
kehormatan dan barang diri sendin atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hukum/hak dan mengancam
dengan sekonyong-konyong.®

Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut, biasa disebut noodweer — exces
yang artinya pembelzan darurat yang melampaui batas, di sinipun harus ada
serangan yang melawan hak dan dilakukan secara tiba-tiba dan mengancam
pada waktu itu juga.”

Jadi dalam ha! pembelaan terpaksa ini, harus betul-betul karena
terpaksa, membela kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut dan harus
ada serangan yang melawan hak dan mengancam.
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Selanjutnya pasal 50 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan petafurai
undang-undang tidak boleh dihukum.”

Pasal ini merupakan dasar hokum gugurmya hukuman bagi orang
yang 'melakukan suatu tindak pidana karena perintzh undang-undang,
seperti seorang pegawai negeri yang menjalankan aturan undang-undang,
diperkenankan mempergunakan alat-alat yang diberikan kepadanya usituk
mematahkan perlawanan.

Kemudian sebagai dasar hukum gugurnya hukuman, adalah pasal 51
ayat 1 dan 2. Bunyi dari ayat 1 adalah ;

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah
jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhakakan itu, tidak boleh
dihvkum.

Ayat 2 berbunyi : Perintah jabatan yang cliberikan olebh kuasa yang
tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang
di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-
akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu
menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.”

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan dikenai hukuman
walaupun ia melakukan tindak pidana dengan syarat
1. Orang tersebut melakukannya atas periatzh jabatan, dimana antar
pembert perintah deogan orang yang diperintah harus ada hubungan yang
bersifat kepegawaian negeri bukan partikulir;

2. Perintah itu harus dibenkan oleh kuasa yang berhak untuk
memberikan perintah itu.”

Jadi jika kedua syarat tersebut terpenuhi olehnya, maka orang tersebut
dapat bebas dari hukuman Dengan demikian pasal tersebut merupakan
dasar hokum gugumya hukuman.

Seusai mengemukakan dasar hukum gugumys hukuman menurut
hokum positif, tibalah gilirannya untuk mengemukakan dasar hukum
gupumya hukurman dalam hukum Islam. Adapun dalam hukum islam, yang
menjadi dasar hukumnya adalah sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Siti
Aisyah R.A., yang artinya : Dari ‘Aisyah RA Nabi SAW besabda : tidak
dihukum orang-orang atas tiga perkara, yaitu orang yang tidur sehingpa
bangun, orang gila dan anak kecil sehingga dewasa.”

Hadits di atas tersebut memberikan pengertian bahwa orang-orang
yang ada dalam keadaan tidur, anak-anak atau dalamm keadaan gila, jika
melakukan  perbuatan  hukum, maka para Malatkat tidak
menuliskannya/tidak berdosa.

Oleh karena itu hadits tersebut merupakan dasar hukumn gugurnya

hukuman.
Selanjutnya firman Allah SWT. Yang berbunyi : al qur'aniv: 4
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Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa orang yang mabuk tidak
diperbolehkan sholat, jadi atas perintah tersebut (tidak boleh sholat), inaka
pada saat itu hilanglah kewajiban atasnya.

Sebagai dasar hukum selanjutnya adalah firman Allah SWT. Dalam
surat an Nur ayat 33, berbunyi

sssdl oy Iy S LLhsa gy ;I_,LJT‘,_lr.r.g_..,, Szl Ik K575
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Berdasarkan kepada ayat tersebut, bahwa orang yang dipaksa untuk
berbuat jarimah, maka orang tersebut tidak dikenakan sanksi/hukuman.
Oleh karena itu, ayat tersebut jelas merupakan dasar hukum gugumya
hukuman atas orang yang dipaksa melakukan jarimah.

Sclanjutnya yang menjadi dasar hukum gugurmya hukuman pada
hukum Islam ialah suarat Al Baqoroh ayat 194, yang berbunyi :

& 3 . P 1 . » R rg‘ - St s .t -
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Bertitik tolak pada ayat tersebut, bahwa orang yang berada dalam
keadaan terpaksa melakukan jarimah, karena untuk mempertahankan diri
dari serangan, maka orang tersebut wajib membela diri sesuai dengan
serangan lawannya.

Berawal dari keterangan-keterangan mengenai dasar hukumn gugumya
hukuman, maka akhirnya dapat diambil kesimpulan, bahwa antar hukum
positif dan hukum Islam dalam hal keadaan-ke¢adaan tertentu seperti gila,
mabuk, belum dewasa, daya paksa, melaksanakan undang-undang,
melaksanakan perintah jabatan tidak eda perbedaan yakni membebaskan
mereka dari hukuman. Hanya saja dalam masalah sumber hokum yang
dijadikan titik tolak (dasar), pada hukum positif adalah kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP}, sedangkan hukum Isiam mendasarkan pada
wahyu llahy, yaitu Al Qur’an dan Al Hadits.

Dari uraian secara komparatif tersebut, penulis mencoba menganalisis
dengan merujuk pada beberapa pembahasan terdahulu, Penganalisaan ini
dimaksudkan untuk mengetahui samapai sejauh mana ketelitian dari doa

s=atkess 76 Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2011



i

hukum tersebut dalam menentukan gugnrnya hukuman terhadap pelalou
kejahatan.

Dalam pertanggungjawaban hukura, antara hukum positif dan hukum
Islam terdapat persamaan, hanya dalam penekanan dalam salah satu
unsurnya ada sedikit perbedaan.,

Persamaannya terletak pada orang yang dianggap mampu
bertanggungjawab, yaitu :

] Orang tersebut mampu membedakan antara baik dan buruk;
2. Tidak cacat jiwanya,

3. Mampu menentukan kehendaknya;

4 Telah sampai umur/dewasa;

5 Ada undang-undang yang mengatumya.

Dalam hal undang-undang ini yang dimaksud oleh hukum positif
adalah KUHP yang penyusonannya ditakukan oleh para ahli hukum
Belanda, yang tidak berlandaskan agama, sedangkan undang-undang
menuntt hukum Islam dimaksudkan adalah Al Qur’an dan Al Hadits.
Keduanya merupakan suatu pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia
dalam segala peri lakenya, segala hal telah diatur, oleh karena itw harus
dijadiken landasan hukum, seperti telsh disebutkan dalam Al Qur'an
sendiry, yaitu ;

)
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Dalam hal macam-macam hukuman ada kesamaan pula yakni dari
segi asalnmya hukuman yaitu hukuman pokok, pengganti dan hukuman
tambahan. Kemudian jika ditinjav dari besamya hukuman, hukuman
penjara, denda, kurungan dan mati; adafagi pencabutan hak-hak tertentu dan
perampasan barang-barang tertentu.

Sedangkan dalam hukum Islam pengelompokan macam-macam
hukuman ini lebih jelas. Mengenai hukuman yang didasarkan atas
pertaliannya satu hukuman dengan yang lain ada kesamaan dengan hukum
positif. Selain penggolongan yang ditinjau dari kekuasaan hakim, ditinjan
dari besarnya hukuman, ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan
berat ningannya hukuman, juga ditinjau dari segi tempat dilakukannya dan
dan segi macamnya kejahatan.

Dalam masalah ini yang =ada perbedaannya terletak pada
penggolongan yang ditinjau dan segi tempat dilakukannya hukuman.
Dalam hukum Islam ada tercantum hukuman badan, sedang pada hukum
positif masalah ini tidak ada. Kemudian dari segi pengpantian kerugian,
yaitu diat yang ada di dalam hukum Islam diberlakukan apabila seseorang
melakukan pembunuhan dengan tidak disengaje, maka diatnya adalah 100
ckor unta.™
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Pada hukum positif tidak terdapat ketentuan seperti itu, yang &da
hanyalah penjara selama-lamanya ) tahun bagi yang membunnh karena
kesalahannya, maka hal ini rasanya kurang bijaksana, yaitu keluarga si
korban telah kehilangan salah seorang anggota keluarganya, dan hukum
tidak menetapkan penggantian kerugian yang mungkin ada sebagai akibat
dari pengurusan jenazah.

Selanjutnya dalam hal tujuan hukuman, pada pokoknya hukum
positif dan hukum Islam, terdapat suatu kesamaan, yaitu memellihara
kepentingan-kepentingan manusia yang meliputi kehormatan, jiwa, harta
benda, mengatur pergaulan hidup secara darnai, menghindarkan main hakim
sendiri dan memperbaiki si tersaleh juga menegakkan kebenaran, Namun
demikian ada satu hal; yang perlu disoroti dari hukum positif, bahwa tujuan
hukumannya tidak terdapat tujuan kesusilaan, yang hal ini disebutkan dalam
hukum Islam dimana hukumnya itu mempunyai tujuan; diantaranya untuk
mewujudkan keindahan bagi individu dan masyarakat yang salah satunysa
adalah mengenai kesusilaan.”

Masalah kesusilaan ini, hukum positif tidak berdaya menghadapi
pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, yang hal ini diakibatkan oleh
tidak dicantumkannya menjaga kesusilaan dalam tujuan hukumnya.

Kemudian dalam masalah dasar hukum dari pertanggungjawaban
pidana, terdapat keseésuaian antara keduanya, yang mana kedna bentuk
hukum tersebut mencantumkan, bshwa orang yang kurang sempurna
akalnya, terganggu pikirannya, orang yang belum dewasa, daya paksa,
mempertahankan diri, melaksanakan ketentuan undang-undang dan perintah
jabatan,

Satu hal yang perlu disoroti dalarn hal ini, yaitu pendapat Wirjono
Projodikoro, dimana beliau mengatakan bahwa orang yang rrabuk tidak
bias lepas dari tuntutan, bahkan bias jadi hukumannya diperberat. Pendapat
ini sesuai dengan salah satu pendapat ulama, yaite ulama madzhab Syafi’i,
yakni barang siapa meminum anggur/arak, sehingga mabuk lale mentalak
isterinya, maka sah talaknya dan semua hukuman had serta hukuman
faroid.”

Mengenai masalah ini, orang yang mabuk dan mabuknya
sedemikian rupa, schingga ingatannya hilang sama seckali, maka yang
dermikian ini dapat membebasakan si pelaku kejahatan dari pada hukuman,
kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mabuknya itu tidak menghilangkan
ingatannya,

Kemudian mengenai orang yang belum dewasa , dalam hukum
positif dinyatakan bahwa batasan usia drwasa dimulai pada umur 16 tahun,
sedang pada hukum Islam orang sudah dianggap dewasa jika telah
inencapai usia antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadt di sini hukum
Islam menentukan lebih awal dari pada hukum positif, karena hal ini akan
lebih sesuai dengan keadaan orang-orang (penduduk) ditiap negara, sebab
antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam proses pendewasaan
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(manusia), berbeda-beda, hal ini terpengarh oleh keadasn alam yang
berbeda pula.

Dengan demikian sesuvailah, bahwa hukem Islam ity fleksibel dan
sesuai afau dapat berjalan untuk segalaa benua, masyarakat dan masa, Juga
dapat bergandengan tangan dengan segala pergolakan hidup dan dapat
menyertai kemajuan masyarakat.”

Selanjutnya mengenai daya paksa. Dalam inasalah inipun antara
hukum positif dan hukum Islam ada kesesuaian, yakni orang yang berada
dalam keadaan terpaksa tidak dikenakan hukuman, akan tetapi dari segi
pengaturan paksaan jtu sendin hukum Islam lebih terperines, yaitu dalam
hal syarat-syarat terjadinya paksaan. Hukuym Islam mensyaratkan lima
persyaratan, sedangkan hukum posiitif hanya ada tiga syarat, ini berarti
hukum islam lebih tefiti.

Yang terakhir yang perlu dianalisa adzlah tentang melaksanakan
ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan. Hal ini
penulis gabungkan sebab antara keduanya berkaitan satu sama lain. Pada
masalah ini ada satu poin yang menarik untuk dianalisa, yaitu pada hal
melzksanakan perintah jabatan, hukum positif tidak menentukan perbuatan
yang mana yang harus dilakukan. Jadi semua perbuatan yang karena
inelaksanakan undang-undang dan perintah jabatan harus dituruti secara
nutlak, sedangkan dalam hukum Islam ada satu klasifikasi mengenai hal
ini, yaitu dalam hal undang-undang dan melaksanakan perintzh jabatan
yang bersifat maksiat, perintah tersebut tidak wajib dilaksanakan, ™

Perbedaan semacam ini adalah suatu hal yang wajar, mengingat
bahwa memang terjadi perbedaan pangkal berpijak yang dijadikan sebagai
tolok ukur dalam menentukan rumusan hukum, cara berpikir ahli hokurn
positif dengan ahli hukum Islam berlainan. Para ahli hukum Islam berpijak
pada Al Qur’an, sedangkan para ahli hokum positif yang dijadikan landasan
berpijak adalah akal semata.

Maka dalam persoalan ini, bukan berarti penulis bersifat apriori
terhadap hukum posinf, schingga penulis mempunyai sifat apologi, akan
tetapi hal ini didasarkan kepada kenyataan yang telah penulis coba
kemukakan dazlam pembahasan yang terdahulu dan itu bisa dibuktikan
kebenarannya,

D. Kesimpulan

Sebagat penutup dari pembahasan ini, penulis dapat mengambil
kesimpular sebagai berikut '
1. Bahwa hukum positif di dalam meruruskan pemidanaan bertitik
tolak pada kerugian yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan pidana,
sedangkan hukum Islam tidak melihat pada kerugian yang ditimbulkan oleh
perbuatan tersebut, tetapi bertitik tolak kepada apakah perbuatan itu
melanggar akhlak (apama), ataukah ridak.
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2. Gugurnya hukuman menurut hukum positif’ dan hokumn Isiam iaiah
dikenakan kepada orang gila, mabuk, belum dewasa, daya paksa,
pernbelaan terpaksa, melaksanakan nndang-undang dan perintah jabatan.,
Yang menjadi dasar hukum gupgurnya hukuman pada hukum positif adaalah
pasal 44, 43, 48, 49, 50 dan pasal 51 KUHP, sedangkan pada hukum [slam
adalah Al Qur’an dan Al Hadits,

3. Di dalam pengaturan mengenai gugumya hukuman antara hukum
pasitif dan hukum Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa orang-orang yang
berada dalam keadaan tertemtu seperti gila, mabuk, belum dewasa, daya
paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan undang-undang dan perintah
jabatan, jika melakukan tindak pidana/jarimah tidask dikenai hukuman.
Sedangkan perbedaannya terletak pada pada hal melaksanakan perintah
jebatan, Di Dalam hukum positif harus ditaati secara mutlak, sedang pada
hokum Islam tidak secara mutlak harus dilaksankan.
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